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Yth. Walikota Denpasar
c.q. Sekretaris Daerah Kota Denpasar
di-
Denpasar
SURAT PENGANTAR
Nomor : B/000.7/43/DIKES

N Uraian Banyaknya Keterangan
(o
1. Penyampaian Laporan Tahunan 1 (satu) Bersama ini dikirim
Manajemen Resiko dengan hormat untuk
berkas .

Dinas Kesehatan Kota dapat . dlperguna.lkan
Denpasar Tahun 2025 sebagaimana mestinya

Diterima tanggal ................ Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Penerima
Nama Jabatan,

Nama :
Pangkat/Golongan :
NIP ;

dr. Anak Aqung Ayu Aqung Candrawati, M.Kes.

Nomor telepon : Pembina Tk. |
NIP. 196709151998032003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Tembusan Disampaikan Kepada Yth.
1. Asisten Sekretaris Daerah

2.Inspektorat Kota Denpasar
3.Badan Perencanaan dan Pembanguanan Daerah Kota Denpasar

e Semua jenis layanan di Dinas Kesehatan Kota Denpasar tidak dikenakan biaya. Untuk menjaga
AKHLA integritas seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kota Denpasar tidak menerima pemberian sesuatu
: ; “l dalam bentuk apapun. Bagipenerima layanan dilarang member sesuatu dalam bentuk apapun,
\‘ jlkaada yang meminta sesuatu dengan mengatasnamakan Dinas Kesehatan Kota Denpasar,
,::. dipastikan merupakan penipuan dan dapat dilaporkan melalui email

kesehatan@denpasarkota.qo.iddengan disertai bukti otentik.
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, karena
atas berkat dan rahmat Nya Laporan Pengelolaan Risiko Dinas kesehatan Kota
Denpasar Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.

Manajemen risiko berkelanjutan yang digunakan untuk melakukan
identifikasi dan mengurangi dampak serta mengurangi risiko lain terhadap
penyelenggaraan upaya-upaya kesehatan yang ada diselenggarakan di Dinas
Kesehatan Kota Denpasar. Kegiatan manajemen resiko di lingkungan Dinas
Kesehatan Kota Denpasar dilakukan terhadap kejadian resiko dan kegiatan
pengendalian yang Telah dilaksanakan.

Kami ucapkan terimakasih atas dukungan dan kerjasama semua pihak
dalam penyusunan laporan pengelolaan resiko ini serta terhadap pelaksanaan dan
pengelolaan manajemen risiko di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Denpasar.
Semoga pelaksanaan manajemen risiko ini dapat memberikan manfaat yang

sebesar - besarnya bagi Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan bagi masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar

dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes.
Pembina Tk. |
NIP. 196709151998032003
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LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN RISIKO
PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), merupakan salah satu langkah
yang ditetapkan pemerintah dalam merumuskan metode guna memperbaiki
sistem pengendalian internal agar pelaksanaan kegiatan pemerintah dapat
dijalankan secara efektif, efisien,transparan dan akuntabel melalui budaya
pengendalian internal (internal control culture). Menteri PAN dan RB melalui
Surat Edaran nomor 12 Tahun 2010 tentang Penerapan Sistem
Pengendalian Intern di Lingkungan Instansi Pemerintah, menegaskan
perlunya langkah-langkah guna mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi
dan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisein,
keandalan pelaopran keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan hal tersebut, tata kelola pemerintahan yang tertib,
efektif, efisien, akuntabel dan transparan khususnya di lingkungan Dinas
Kesehatan Kota Denpasar akan terwujud apabila seluruh jajaran pimpinan
dan pegawai memiliki komitmen yang kuat dalam menyelenggarakan
kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan pemerintah dimasing-
masing bidang atau unit kerjanya. Penyelenggaran kegiatan pemerintahan
yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan

pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, efektif
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dan efisien. Hal tersebut sejalan dengan Peratutan Walikota Denpasar
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan
Pemerintah Daerah, dimana ditekankan perlunya suatu upaya untuk
meningkatkan penerapan pengendalian internal pemerintah secara

sistematis, masif dan terstruktur untuk mendapatkan hasil yang maskimal.

B. Dasar Hukum
Laporan ini disusun berdasarkan pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat Il Denpasar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman
Pengelolaan Resiko Di Lingkungan Pemerintah Daerah ( Berita Derah
Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 2)

9. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota DenpasarNomor: 700.1.1/
7884 /DikesTentang Pembentukan Struktur Pengelola Resiko Pada

Dinas Kesehatan Kota Denpasar

C. Maksud dan Tujuan
Laporan ini disusun dalam rangka efektivitas penyelenggaraan
Manajemen Risiko dalam rangka meningkatkan Kualitas penyelenggaraan
Sistem Pengendalianinternal Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Dinas
Kesehatan Kota Denpasar sesuai amanat Peratutan Walikota Denpasar
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan

Pemerintah Daerah.

D. Ruang Lingkup
Ruang Lingkup Laporan Manajemen risiko ini fokus kepada rencana
tindak pengendalian atas program dan kegiatan dalam rangka pencapaian

tujuan yang telah ditetapkan di Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun
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2025. Dan pelaksanaan rencana tindak pengendalian yang melibatkan
seluruh jajaran pimpinan, tingkat manajemen, pegawai, dan unit kerja di
lingkungan Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Serta Realisasi atas rencana

tindak pengendalian yang diharapkan terpenuhi dalam periode tahun 2025.
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BAB Il
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RESIKO
PEMERINTAH DAERAH

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Resiko Pemerintah Daerah
Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan risiko pada Dinas
Kesehatan Kota Denpasar, perlu disusun strategi dan kebijakan dengan
memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan SPIP guna mencapai
tujuan organisasi yang efektif, efisien serta ketaatan terhadap perundang-
undangan. Adapun rencaa kegiatan pengelolaan resiko pada Dinas
Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut :
1. ldentifikasi Resiko
Jumlah resiko yang telah teridentifikasi sebanyak 71 (dari populasi
resiko) dengan rincian sebagaimana terdapat pada lampiran 1.
2. Analisis Resiko Dan Evaluasi Resiko
Dari 71 resiko yang teridentifikasi (seluruhnya merupakan bagian dari
usulan resiko yang disampaikan kepada unit manajemen resiko) telah
dianalisis dengan hasil sebagai berikut:
a. Jumlah resiko yang berada diatas selera resiko sebanyak O resiko
( O dari resiko) yang merupakan resiko prioritas unit kerja dapat
dilihat pada lampiran 2
b. Seluruh prioritas telah memiliki existing control (sebanyak 1 resiko
atau 100 % dari jumlah/populasi resiko prioritas)
c. Sebanyak 1 resiko prioritas telah memiliki existing control namun
belum memadai sebanyak 0 resiko atau 100 % dari jumlah/populasi

resiko prioritas. Daftar analisis resiko dapat dilihat pada lampiran 3

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah
Penyelenggaraan SPIP pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar
dilaksanakan melalui pengendalian oleh Unit Pemilik Resiko dengan
pendekatan Manajemen Risiko(MR) terutama yang berkaitan dengan
pengelolaan anggaran yang cukup besar dan Dberisiko terjadi

permasalahan. Realisasi kegiatan pengelolaan risiko pada Dinas
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Kesehatan Kota Denpasar untuk tahun 2025 didapatkan hasil sebagai
berikut :

1. Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan pada tahun 2025
sebanyak 2 kegiatan pengendalian. Daftar rencana tindak
pengendalian dapat dilihat pada lampiran 4.

2. Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi pada Tahun
2025 sebanyak 2 Atau 100 % kegiatan pengendalian. Daftar
pemantauan kegiatan pengendalian dapat dilihat pada lampiran 5.

3. Tidak terdapat kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sebelum

rencana yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

Namun demikian pada awal September tahun 2025 diluar
prediksi terjadi resiko bencana, telah terjadi bencana banijir di Kota
Denpasar yang salah satunya berdampak kepada sarana dan
prasarana fasilitas pelayanan kesehatan khususnya RSU Wangaya
dan Pustu Dauh Puri (wilayah kerja UPTD Puskesmas Dinas
Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat Il). Sehingga memerlukan
mitigasi bencana berupa pemenuhan sarana prasarana, alat
kesehatan, pemeliharaan kendaraan operasional dan ambulance
serta obat dan BMHP yang rusak karena banjir. Komitmen
Pemerintah Kota Denpasar yaitu dengan telah dilakukannya
pengajuan penambahan anggaran pada rencana perubahan
anggaran tahun 2025 dan pergeseran anggaran akibat bencana
yang meliputi :

1. Kegiatan: Administrasi umum perangkat daerah

2. Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

3. Kegiatan: Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM

dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota

Sehingga diharapkan tidak berdampak serius terhadap

penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
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Dengan koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat,
lintas OPD terkait dan berbagai pihak sehingga penyelenggaraan
layanan bisa segera dilaksanakan setelah upaya pembersihan
sampah dan lumpur akibat banjir. Dimana sebelumnya dialihkan
dahulu ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, puskesmas induk
dan posko-posko pelayanan yang ada serta dilaksanakannya safari
kesehatan dan kunjungan rumah /perkesmas pada wilayah

berdampak.
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BAB Il
HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Manajemen Risiko fokus kepada tindak pengendalian atas program dan
kegiatan yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kesehatan
Kota Denpasar tahun 2025 ada beberapa kendala atau hambatan dalam
pelaksanaan kegiatan pengendalian yang telah disusun sehingga terjadi gap antara
rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan resiko pemerintah daerah. Adapun
beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Mobilitas Penduduk yang cukup tinggi di Kota Denpasar ditambah lagi
belum optimalnya sistem pencatatan penduduk pendatang sehingga masih
kesulitan membedakaan penduduk permanen dan non permanen dalam
pencatatan dan pelaporan serta dalam wupaya tindak lanjut
program/kegiatan penurunan angka kematian |bu, kematian bayi dan
balita.

2. Peran Serta Masyarakat dan Lintas sektor dalam upaya-upaya pencapaian
program/kegiatan di bidang kesehatan masih menjadi kendala seperti
pendataan sasaran, pelaporan kejadian-kejadian bidang kesehatan
(kejadian kesakitan baik penyakit menular seperti DBD, rabies dan
penyakit menular laiannya serta penyakit tidak menular seperti HT dan
DM, maupun kejadian kematian dan kejadian lainnya terkait pemantauan /
epidemiologi penyakit lainnya di masyarakat).

3. Sarana Dan Prasarana serta kapasitas tenaga kesehatan di fasilitas
pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun klinik/rumah sakit
rujukan (terutama non pemerintah) masih perlu mendapat perhatian jika
melihat dari hasil audit kejadian kematian ibu, bayi dan balita masih
ditemukan di RS karena faktor keterbatasan sarana prasarana dan

kompetensi petugas.
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BAB IV
MONITORING RESIKO DAN RTP

Tidak terdapat kejadian risiko yang muncul di Tahun 2025 pada
Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Daftar pemantauan keterjadian risiko

dapat dilihat pada tabel Lampiran 6.
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BAB V
PENUTUP

Pelaksanaan pengelolaan risiko yang berkelanjutan dilaksanakan dalam rangka
meningkatkan kualitas penyelenggaraan manajemen resiko dalam upaya untuk
meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPIP) di
Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Denpasar.

Dinas Kesehatan Kota Denpasar memiliki sasaran strategis meningkatnya
pelayanan kesehatan dimana dilakukan dengan mengoptimalkan tata kelola pelayanan
kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Denpasar, yang diukur melalui Indikator
Kinerja Utama yaitu memeningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dengan indikator
tujuan meningkatnya umur harapan hidup (UHH). Strategi dan tindak lanjut pengelolaan
risiko adalah dengan tetap melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala bail
bulanan maupun triwulan ke bidang-bidang teknis yang mengampu kinerja Dinas
Kesehatan Kota Denpasar dalam rangka meningkatkan capaian Akuntabilitas Kinerja

Dinas Kesehatan Kota Denpasar.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar

dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes.

Pembina Tk. |
NIP. 196709151998032003

Semua jenis layanan di Dinas Kesehatan Kota Denpasar tidak dikenakan biaya. Untuk menjaga integritas seluruh jajaran
Dinas Kesehatan Kota Denpasar tidak menerima pemberian sesuatu dalam bentuk apapun. Bagi penerima layanan
dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun, jika ada yang meminta sesuatu dengan mengatasnamakan Dinas
Kesehatan Kota Denpasar dipastikan merupakan penipuan dan dapat dilaporkan melalui email

kesehatan@denpasarkota.go.id dengan disertai bukti otentik
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Lampiran 1 Hasil Analisis Risiko .

Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda

Tahun Penilian
Tujuan Strategis
Urusan Pemerintahan

. Pemerintah Kota Denpasar

12025

: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

Analisis Risiko

No. "Risiko" yang Teridentifikasi

Kode Risiko Skala Dampak

Skala Kemungkinan

Skala Resiko

b

[ d

e

f=dxe

Risiko Strategis Pemda

—~|—=|o

tidak tercapaianya target angka harapan hidup (AHH)
Kota Denpasar

RSP.25.02.06.01 3

Il Risiko Strategis OPD

tidak tercapaianya indikator-indikator kinerja program
yaitu masih terjadinya KLB,meningkainya angka kematian
bayi per 1000 Kelahiran Hidup, meningkatnya Angka
kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup, Turunya
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan
kesehatan serta meningkatnya Persentase Balita stunting

RS0.25.02.06.02 4

2 Administrasi kesekretariatan fidak terselesaikan tepat
wakiu

RS0.25.02.06.01 3

3 adanya tenaga kesehatan yang praktek tidak memilikiijin

RS0.25.02.06.03 3

4 adanya tempat pengelolaan makanan (TPM ) yang tidak
memenuhi syarat

RS0.25.02.06.04 3

5 adanya Rumah Tangga yang tidak melaksanakan
PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat

RS0.25.02.06.05 3

1l Risiko Operasional OPD

1 tidak optimalnya pelayanan kesehatan sesuai siklus
hidup ( ibu hamil, ibu melahirkan, bayi, balita, usia
pendidikan dasar, remaja, usia produkiif dan lansia),
tidak optmalnya tata kelola dan pelayanan penyakit
menular dan fidak menular, idak optimalnya Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat dan tidak
optmalnya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
kepada masyarakat

R00.25.02.06.07 4

2 masih adanya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan
yang tidak Dilakukan Rehabilitasidan Pemeliharaan
sesuai standar, adanya Pengadaan dan distribusi Obat,
Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin,
Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang tidak
sesuai ketentuan

R00.25.02.06.06 3

3 rendahnya persentase Sumber Daya Manusia
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang
Diingkatkan Mufu dan Kompetensinya

R00.25.02.06.12 3

4 adanya Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan &
Optikal , Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) memiliki
ijin

R00.25.02.06.13 3

5 adanya Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
yang fidak dilakukan pengawasana serta idak memilii
Stiker Pembinaan

R00.25.02.06.16 3

6 adanya Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara
lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air
Minum (DAM) yang tidak diawasi dan tidak memiliki
Sertifikat Laik Higiene Sanitasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

R00.25.02.06.15 3

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




7 tidak Terlaksananya pgmenksaan Iaboratorlum.pewarna R00.25.02.06.17
dan pengawet yang dilarang pada makanan/minuman
8 tidak optimalnya kegiatan Promosi Kesehatan, Advokasi,
Kemiraan dan Pemberdayaan Masyarakat R00.25.02.06.18
9 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak sesuai ROO.25.06.02.01
dengan kebufuhan
10  |Adanya signdar harga barang dan jasa yang fidak ROO.25.02.06.04
terakomodir dalam perwali
1 tidak tepatanya penyusunan RBA BLUD dan wakiu
realisasi pengadaan barang/jasa untuk peningkatan R00.25.02.06.05
pelayanan BLUD
12 Slsltem Informasi Kesehatan tidak dikelola dengan ROO.25.02.06.08
optimal
13 |Faskes tidak memenuhi standar mutu R00.25.02.06.09
14 adanyg Industri Pangan Rumah Tangga yang tidak ROO.25.02.06.14
bersertifikat Produksi
15  |adanya tenaga kesehatan yang praktek idak memilikiijin | |R00.25.02.06.10
16 tidak optimalnya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) R00.25.02.06.19
17 Tidak tepat w_akiunya realisasi pengadaan barang/jasa ROO.25.02.06.02
untuk operasional kantor
18 Tidak tepatnya waktu re§I|sa3| pengadaan barang/jasa RO0.25.02.06.03
untuk penunjang operasional kantor
19 tidak terlaksananya perencanaan kebutuhan SDM R00.25.02.06.11
IV |Risiko Fraud OPD
1 rPiitlenyus,unan RBA yang fidak sesuai dengan kebutuhan RF.25.02.06.10
2
Penyusunan anggaran.kebumhanl kantor dan Rencana" RF.25.02.06.03
Kebutuhan BMD yang tdak sesuai dengan kebutuhan riil
3 Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan
buki-bukti pengeluaran yang fidak valid RF.25.02.06.07
4 Penygsunan kebutuhan pc-:'"mellharaan BMD yang tidak RF 25.02.06.08
sesuai dengan kebutuhan riil
5 Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan
bukti-bukii pengeluaran yang fidak valid RF.25.02.06.09
6 Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan
buki-bukti pengeluaran yang fidak valid RF.25.02.06.11
7 Penyusunan rencana penyediaan fasilitas pelayanan
kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah RF.25.02.06.12
kabupaten/kota fidak sesuai dengan kebutuhan riil
8 Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan
bukti-bukii pengeluaran yang fidak valid RF.25.02.06.13
9 Penyusunan rencana Penyediaan layanan kesehatan
untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah RF.25.02.06.14
Kabupaten/Kota tidak sesuai dengan kebutuhan riil
10 Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan
bukti-bukii pengeluaran yang fidak valid RF.25.02.06.19
1 Penyusunar] kebutuhan BMD yang fidak sesuai dengan RF 25.02.06.06
kebutuhan riil
12 Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan
buki-bukii pengeluaran yang fidak valid RF.25.02.06.15
13 Penyusunap rencana §|stem Informasi Kese“hatan untuk RF 25.02.06.16
pelayanan fidak sesuai dengan kebutuhan ri
14 Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan
buki-bukii pengeluaran yang fidak valid RF.25.02.06.17
15 Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan
buki-bukii pengeluaran yang fidak valid RF.25020622
16 Penyusunan rencana kegiatan Fasilitas Kesehatan yang
Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) RF.25.02.06.18

Pelayanan kesehatan fidak sesuai kondisi riil

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




Penyusunan rencana kegiatan Pemberian Izin Praktk
Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota tidak
sesuai kondisi rii

RF.25.02.06.21

Benturan kepentingan dalam proses Pemberian Izin
Prakik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota

RF.25.02.06.23

Penyusunan rencana kegiatan Pengembangan Mutu
dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kotatidak
sesuai kondisi rii

RF.25.02.06.26

20

Penyusunan rencana kegiatan Pemberian Izin Apotek,
Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha
Mikro Obat Tradisional (UMOT) fidak sesuai kondisi riil

RF.25.02.06.28

21

Benturan kepentingan dalam proses Pemberian Izin
Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal,
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

RF.25.02.06.30

22

Penyusunan rencana kegiatan Penerbitan sertifikat
produksi pangan industri rumah tangga dan Nomor P-
IRT sebagai izin produksi, makanan dan minuman
tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri rumah
tangga tidak sesuai kondisi rii

RF.25.02.06.31

23

Benturan kepentingan dalam proses Penerbitan sertifikat
produksi pangan industri rumah tangga dan Nomor P-
IRT sebagai izin produksi, makanan dan minuman
tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri rumah
fangga

RF.25.02.06.33

2%

Penyusunan rencana kegiatan Penerbitan sertifikatlaik
sehat higiene sanitasi TempatPengelolaan Makanan
(TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan
depotair minum (DAM) tidak sesuai kondisi ril

RF.25.02.06.34

25

Benturan kepentingan dalam proses Penerbitan sertifikat
laik sehat higiene sanitasi TempatPengelolaan Makanan
(TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan
depot air minum (DAM)

RF.25.02.06.36

26

Penyusunan rencana kegiatan Penerbitan stker
pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan
jajanan tidak sesuai kondisi rii

RF.25.02.06.37

27

Benturan kepentingan dalam proses Penerbitan stker
pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan
jajanan

RF.25.02.06.39

28

Penyusunan rencana kegiatan Pemeriksaan dan Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan
Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga tidak
sesuai kondisi rii

RF.25.02.06.40

29

Benturan kepentingan dalam proses Pemeriksaan dan
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan PostMarket pada
Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah
Tangga

RF.25.02.06.42

30

Penyusunan rencana kegiatan Advokasi,
Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota fidak sesuai kondisi riil

RF.25.02.06.43

31

Penyusunan rencana kegiatan Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat tidak sesuai kondisi rii

RF.25.02.06.45

32

Persekongkolan pembayaran gaji pegawai negeri yang
akan pensiun

RF.25.02.06.01

33

Laporan Pertanggungjawaban dengan buktbukfi
pengeluaran yang tidak benar

RF.25.02.06.02

34

Benturan kepentingan dalam proses penetapan
penyedia barang dan jasa

RF.25.02.06.04

35

Pejabat berwenang memberikan bukt-buki yang sudah
di rekayasa sebagai bentuk pertanggungjawaban

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RF.25.02.06.05




36

Benturan kepeningan dalam proses Pengukuran

Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan RF.25.02.06.20

pada Fasiltas Kesehatan
37 |Penyusunan rencana kegiatan Perencanaan Kebutuhan

dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan

untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota tidak RF.25.02.06.24

sesuai kondisi ril
38 [Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan

buki-bukf pengeluaran yang fdak valid RF.25.0206.25
39 [Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan

huki-buk pengeluaran yang tidak valid RF.2502.0621
40 |Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan

hukt-bukt pengeluaran yang fidak valid RF.25020629
41 |Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan

buki-bukt pengeluaran yang fidak valid RF.2502.06.32
42 |Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan

hukt-buki pengeluaran yang fidak valid RF.250206.35
43 |Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan

hukt-bukt pengeluaran yang fidak valid RF.2502.06.38
44 |Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan

buki-bukt pengeluaran yang fidak valid RF.25020641
45 |Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan

buki-bukf pengeluaran yang fdak valid RF.2502.0644
46 |Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan RF 25.02.06.46

buki-bukt pengeluaran yang fidak valid

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




Lampiran 2 Daftar Risiko Prioritas

Form 5
Daftar Risiko Prioritas PEMDA

Nama Pemda . Pemerintah Kota Denpasar
Tahun Penilaian . 2025
Tujuan Strategis . Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Urusan Pemerintahan . Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
No Risiko Prioritas Kode Risiko :il;?lli Pemilik Risiko Penyebab Dampak
a b c d e f g
| |Risiko Strategis
tidak tercapaianya target ‘ ' ‘ '
1 angka harapan hidup RSP.25.02.06.01 i ) ) )
(AHH) Kota Denpasar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




Lampiran 3 Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Form7

Penilaian afas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibuuhkan PEMDA
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko) PEMDA

Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar
Tahun Penilaian 1025
Tujuan Strategis : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Urusan Pemerintahan  Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
No Risiko Prioritas Kode Risiko Uraan Pengenda||?n yeng Celah Pengendalian Rencana Tindak Pengendalian PemillPenanggng TargetWak u
Sudah Ada ) Jawab Penyelesaian
a b ® d e f g h
| |Risiko Strategis
1 RSP.25.02.06.01 + S0P ororamfediaan SOP, KAK, JUKNIS, inovasi {* update SOP programkegiatan Dikes 1 Tahun
*pembepr dagyaan mgsyarakat pelayanan/.program *meningkatkan pemberdayaan Anggaran
. . ) Masyarakat
fidak tercapainya target angka * KAK program/kegiatan . .
harapan hidp (AHH) Kota * Koordinsi LS terkait LG EHE
Denoasar enyelenaaraan meningkatkan koordinasi LS
P proyra m/ES iatan ferkait penyelenggaraan
programikeg program/kegiatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




Lampiran 4Daftar Rencana Tindak Pengendalian

Form 8
RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS PENGENDALIAN YANG DI BANGUN PEMDA

Nama Pemda
Tahun Penilaian

Tuj

uan Strategis

Urusan Pemerintahan

: Pemerintah Kota Denpasar
:2025

: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
: Urusan Waijib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

Kegiatan Pengendalian yang Media/Bentuk Sarana . . ' . | Rencana Waktu | Realisasi Waktu
No . - Penyedia Informasi| Penerima Informasi Keterangan
dibutuhkan Pengkomunikasian Pelaksanaan Pelaksanaan
a b c d e f g h
1 |Meningkatkan pemenuhan Rencana Kegiatan Anggaran,  |Dikes Walikota Denpasar, Pertemuan | Saat penyusunan
sarana prasarana pelayanan Telaah Staf Bappeda, BPKAD, Pencermatan | RKA Induk dan
kesehatan yang optimal TAPD dan Penelitian Perubahan
Anggaran Induk
dan Anggaran
Perubahan
2 |Meningkatkan kompetensi Rencana Kegiatan Anggaran, |Dikes Kota Walikota Denpasar, | Penyelenggaraa | 1 tahun anggaran
sumber daya kesehatan sesuai  |Telaah Staf Denpasar, Dikes  [Bappeda, BPKAD, n sesuai
standar Pertemuan, sosialisasi, Propinsi Bali, TAPD kebutuhan
orientasi, inhouse training, KEMENKES seluruh tenaga

workshop, pelatihan

kesehatan yanag
ada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




Lampiran 5 Pemantauan Kegiatan Pengendalian

Form9

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN PEMDA

Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar
Tahun Penilaian - 2025
Tujuan Strategis : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
Kegiatan Pengendalian Yang Bentuk/Metode Pemantauan Yang | Penanggung Jawab Rencana Wakty Realisasi Waktu
No . . Pelaksanaan Keterangan
dibutuhkan Diperlukan Pemantauan Pelaksaan
Pemantauan

a b c d e f g
1 |Meningkatkan pemenuhan sarana  |Rencana Kegiatan Anggaran, Telaah Dikes Penyusunan RKA | Januari sampai

prasarana pelayanan kesehatan yang |Staf Induk dan Desember 2025

optimal Perubahan setiap

tahun anggaran

2 |Meningkatkan kompetensi sumber  |monev pasca workshop/pelatihan Dikes Koordinasi sesuai | Januari sampai

daya kesehatan sesuai standar pertemuan berkala program kebutuhan Desember 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




Lampiran 6 pencatatan kejadian resiko ( risk event) dan pelaksanaan RTP

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN PELAKSANAAN RTP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar
Tahun Penilaian : 2025
Tujuan Strategis : Meni ya derajat k
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
j Risiko Rencana
No Risiko” yang Teridentifikasi Kode Risiko Ta n_gg?I Sebab Dampak Ket RTP F RTP Ket
terjadi RTP
| | |Risiko Strategis Pemda
adanya kematian ibu dan bayi yan:
R Karena SIE * update SOP program/kegiatan
w2, Twa |- Kematian Ibu yang disebakkan “meningkatkan pemberdayaan
" : ’ karena Non Obstetrik (6 orang) " masyarakat
tidak tercapainya target angka harapan dan awal p menurunnya kualitas L 5
hidup (AHH) Kota Denpasar RSP25.02.06.01 | 1y gon % kematan ibu  karena Penyakit | oo TERERE NIHIL i upde?te KAK prograrr?/keglatan ’ NIHIL NHIL NIHIL
2025 |Menular ‘ meningkatkan koordinasi LS terkait
3. kematian bayi karena BBLR ( 26 penyelenggaraan program/kegiatan
Bayi), 9 infeksi, 10 kelainan
kongenital, dan 12 kasus lainnya
adanya kematian ibu dan bayi yang
disebabkan karena : 1. AMP (audit meternal & nperinatal)
1. belum optimalnya Pelayanan sudah 2 kali kegiatan sd TW 3
kesehatan ibu , bayi dan balita n 2. menoptimalkan input pada sistem
tidak tercapaianya indikator-indikator kinerja sesuai standar, ’ meningkatnya AKI LD (au‘.mme'em?I Bt . pencatatapn dan pel2porapn (e-kohort,
program yaltu masih terjadinya 2. belum maksimalnya sistem | menjadi 130,9/100.000 2. me(n;phm:lkan lr;put pada i'sr:e: MPDN, Komdat, buku KIA) dengan
KLB,meningkatnya angka kematian bayi per 1000 TW 2, TW 3 [pencatatan dan pelaporan (e-kohort,| KH dan AKB sebesar ae;[;::‘ aK n d ‘ar; kpeKTAporan (e pertemuan dan monev serta pembiniaan
Kelahiran Hidup, meningkatnya Angka kematian danawal [MPDN, Komdat, buku KIA) 9.51.000 KH serta I R (LY 1tahun  |rutin setiap bulan
h N N RS0.25.02.06.01 ; NIHIL 3. orientasi nakes NIHIL
ibu per 100.000 Kelahiran Hidup, Turunya Indeks TW4 tahun (3. Belum 1| resiko tidak s anggaran  |3. orientasi nakes
Kepuasan Mssyslsksll terhadap pelayanan ) 2025 ;Liré/e\\ans penyakit menular potensi 'ar:':t anz:aHhira(pan 5.penguatan jejaring pelayanan dengan ; unemas(\ Ka‘d‘er‘ | |
kesehatan serta meningkatnya Persentase Balita idup (AHH) Kota RS (dengan membentuk tim koordinasi . penguatan jejaring pelayanan dengan
i (deng ) ; g
stunting 4.Belum optimalnya mutu pelayanan Denpasa RS (dengan membentuk tim koordinasi)|
sesuai yang diharapkan masyarakat 6. adanya Inovasi Lagu Bunda ( layanan
5 kompetensikapasitas petugas data terintegrasi ibu bayi Kota Denpasar)
terkait program  dan kegiatan
kesehatan ( Nakes, Kader)
f:r:)iﬁ(iﬁi":ga kesehatan yang prakiek fidak | pe 55,09, 06.02 | NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
adanya tempat pengelolaan makanan (TPM | g 250 06,03 | NiHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NHIL NIHIL
) yang tidak memenuhi syarat
adanya Rumah Tangga yang tidak
5|melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih | RS0.25.02.06.04 NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
Sehat
Administrasi kesekretaratan fidak R00.25.06.02.01 |  NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NHIL NIHIL
terselesaikan tepat waktu
7|Penvediaan Gaji dan Tunjangan ASNtidak | o 56,06,02.02 | NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NHIL NHIL NHIL
sesuai dengan kebutuhan
8 ::g’seik;:fg‘::’a‘n"sg‘:?z:m galtpeganal | RF 25020601 | NHIL NIHIL NHIL NIHIL NIHIL NIHIL NHIL NIHIL
Laporan Pertanggungiawaban dengan bukd-buki RF.25.02.06.02 | NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
pengeluaran yang tidak benar
 Terbatasnya kompetensi SDM . .
Tidak tepat waktunya realisasi pengadaan TW 2 tahun g TSN S Reaicaslfsik ;éz): Ldol'r:[s)\e:::sl::nsunasl fe VPRl
10| (FERT e e R R RO00.25.02.06.03 | ", |pengadaan barang/jasa karena pengadagn tidak NIHIL peningkatan kapasittas SDM NIHIL 2. mengikuti sosialisasi offine & online NIHIL
ada nyda per;bsh(arll S‘Zte\r/"s e V6 mencapai target terkait terkait PBJ yaitu inaproc V6
pengadaan E katalog dr V5 ke
Penyusunan anggaran kebutuhan kantor dan Rencana
11|Kebutuhan BMD yang fidak sesuai dengan kebutuhan | RF.25.02.06.03 NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
ril
12Benuran kepeningan dalam proses peniapan RF.25.02.06.04 | NHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
penyedia barang dan jasa
Terjadinya pemecahan kegiatan PBJ karena
13(2danya benturan kepentingan sehingga RF.25.02.06.05 | NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NHIL NIHIL
rawan terjadi penyuapan atau justru
berpotensi pada kerugian keuangan negara
Calon Penyedia pada etalase katalog lokal
kurang dari 3 (tiga) sehingga kurang
14| endukung pelaksanaan persaingan yang RF.25.02.06.06 | NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
sehat dan berpotensi timbulnya fee proyek
15|"clabatberwenang memberian bukEbukiyang sudah | g 2509 06,07 | NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NHIL NIHIL
di rekayasa sebagai bentuk pertanggungjawaban
Terbatasnya kompetensi SDM o .
Tidak tepatnya waktu realisasi pengadaan W2 tahun [Y2"9 memahami proses Realisasi fisik ;'eﬁ’:kmu';a;;:::;;‘:"s”"as' ke UK PBJ
16 Pérﬁr)g/}asa untuk penunjang operasional RO0.25.02.06.04 2025 i,rurlfarena & t\dak NIHIL peningkatan kapasittas SDM NIHIL 2 mengikutiscsialisasiloflinel&loniine NIHIL



Penyusunan kebutuhan BMD yang fidak sesuai

) RF.25.020608 | NHL NHLL NHL NHL NHIL NHIL NHIL NHIL
dengan kebutuhan il
Terjadinya pemecahan kegiatan PBJ karena
adanya benturan kepentingan sehingga RF.25.020609 | NHL NHLL NHL NHLL NHIL NHLL NHIL NHIL

rawan terjadi penyuapan atau justru
berpotensi pada kerugian keuangan negara

Calon Penyedia pada etalase katalog lokal
9|kurang dari 3 (tiga) sehingga kurang RF.25.02.06.10 | NHIL NHIL NHIL NHIL NHIL NHIL NHLL NHIL
mendukung pelaksanaan persaingan yang
sehat dan berpotensi timbulnya fee proyek

Penyusunan [aporan perianggungjawaban dengan

‘ RE25.0206.11 | NHL NHL NHL NHL NHL NHL NHL NHL
bukd-buki pengeluaran yang fidak vald
Adanya standar harga bareng dan asa g | iy 95 09 06,05 | kL NHLL NHL NIHLL NIHIL NHL NHL NHL
tidak terakomodir dalam perwali
Penyusurn ebuhn pemsitaraan BNDYEIG | g oc 09 051 | NIHIL NHL NIHIL NIHIL NHL NHL NHL
sesuai dengan kebutuhan ril
Terjadinya pemecahan kegiatan PBJ karena
adanya beuran kepentingan sehingga RF25.0206.13 | NHL NHL NHL NHL NHL NHL NHL NHL

rawan terjadi penyuapan atau justru
berpotensi pada kerugian keuangan negara

Calon Penyedia pada etalase katalog lokal
4 kurang dari 3 (tiga) sehingga kurang RF.25.02.06.14 | NIHL NHIL NHIL NHIL NHIL NHIL NHIL NHIL
mendukung pelaksanaan persaingan yang
sehat dan berpotensi timbulnya fee proyek

o

Penyusunan [aporan pertanggungjawaban dengan

.25.02.06. I I I I IHIl I IHI
bukd-bukd pengeluaran yang idak vaid RF.250206.15 | NHL NIHIL NHIL NIHLL NHIL NIHIL NIHIL NHIL

Terbatasnya kompetensi SDM X X
1. koordinasi dan konsultasi ke UK PBJ

dak tepatanya penyusunan RBA BLUD dan wakiu TR yang memahami proses Realisasi fisik o
26 realsasi pengadaan barangfjasa uniuk peningkaan | R00.25.02.06.06 2005 | s karena | ! tidak NIHIL peningkatan kapasittas SDM NIHIL 2. mengihu sosialasi offne & online NIHIL
pelayanan BLUD ada nya perubahan sistem mencapai target {erkaitterkait PBJ yaitu naproc V6
pengadaan E katalog dr V5 ke V6
7 :He"y“s“"a” REA yang ek esalOen g ebULRE | i o2 0616 | NIHIL NHL NHIL NHL NHL NHL NHL NHL
Terjadinya pemecahan kegiatan PBJ karena
danya benturan kepentngan sehingga | g o5 g 47 | . NHL NHIL NHL NHL NHL NHL NHL

rawan terjadi penyuapan atau justru
berpotensi pada kerugian keuangan negara

Calon Penyedia pada etalase katalog lokal
9|urang dari 3 (tiga) sehingga kurang RF.25.0206.18 | NHI NIHL NIHL NIHL NHL NIHLL NHIL NIHLL
mendukung pelaksanaan persaingan yang
sehat dan berpotensi timbulnya fee proyek

~

Penyusunan [aporan pertanggungjawaban dengan

bk pngeaan g kv RF.25.02.06.19 | NIHIL NHIL NHLL NHIL NHIL NHL NHIL NHIL
ok optreny roses P Layanankepsts | e o6 0 0620 | HIL NHL NHL NHL NHL NHL NHL NHL
Masyarakat

mash adanya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehaan ADANYABENCANA BANJIR DI KOTA | GEELE

yang fidek Diakukan Refabiisiden Pemeiharaan DENPASAR YANG MENGAKIBATKAN | TERGANGGUNYA PENGUSUSLAN PENAVBAHAN DANA  PERUBAHAN 202&51 u USULAN
sesuai siandar, adanya Pengadaan dan distibusi R00.25.02.06.07 TW3tahun | KERUSAKAN PADA SARANADAN PELAYANAN NHLL DAN PERGESERAN BELANJAAKIBAT NHLL 2 PROSES PENGGAIUAN BELANJA
(Obat, Bahan Habs Pakal, Bahan Medis Habis Pakai, S 2025 | PRASARANAN DIRSUWANGAYA | KESEHATAN KEPADA BENCANABANJIR DI RSUW DAN PUSTU e R A GLE SUDAH
Vaksi, Makanan dan Minuman di Fasizs Kesehatan DAN PUSTU DAUH PURI( MASYARAKAT DAUH PURIBKIAPEKAMBINGAN INSPEKTORATKOTADENPASAR | TEREALISASI
yang fidak sesuai keentuan PUSKESVAS DB )

Penyusunan rencana penyediaan fasiias pelayanan
3| kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah | RF.25.02.06.21 | NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
kabupaten/kota fdak sesuai dengan kebutufan ril

1

Terjadinya pemecahan kegiatan PBJ karena
adanya benturan kepentingan sehingga
rawan terjadi penyuapan atau justru
berpotensi pada kerugian keuangan negara

RF.25.0206.22 | NHIL NHIL NHIL NHIL NHIL NHIL NIHIL NHIL

Calon Penyedia pada etalase katalog lokal
5{Kurang dari 3 (tiga) sehingga kurang RF.25020623 | NHIL NIHL NIHL NIHL NHL NIHL NHL NHL
mendukung pelaksanaan persaingan yang
sehat dan berpotensi timbulnya fee proyek

@

[6Anls anfonalnsin Dennan Damsharinn | minnan banadn

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




Penyusunan laporan pertanggungawaban dengan
buki-bukd pengeluaran yang fdak vald

RF.25.02.06.25

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

@

8

dak opimalnya pelayanan kesehatan sesuai sikius
hidup ( fou hami, bu melahirkan, bayi, balfa, usia

pendidikan dasar, remeja, usia produkdf dan lansia),
dak opimalnya tata kelola dan pelayanan penyakit

R00.25.02.06.08

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

I

9

menular dan fdak mann\:r‘ fidak onfmalua

Penyusunan rencana Penyediaan layanan kesehatan
uniuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kofa fdak sesuai dengan kebutuhan ril

RF.25.02.06.26

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

Terjadinya pemecahan kegiatan PBJ karena
adanya benturan kepentingan sehingga
rawan terjadi penyuapan atau justru
berpotensi pada kerugian keuangan negara

RF.25.02.06.27

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

~

1

Calon Penyedia pada etalase katalog lokal
kurang dari 3 (tiga) sehingga kurang

mendukung pelaksanaan persaingan yang
sehat dan berpotensi timbulnya fee proyek

RF.25.02.06.28

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

dak opimalnya Proses Pemberian Layanan kepada
Masyarakat

RF.25.02.06.29

NHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NHIL

NIHIL

NHIL

NIHIL

~

3

Penyaluran bankuan hibah, bantuan sosial, dan
bantuan keuangan yang fdak sesuai kelentian yang
Derlaku

RF.25.02.06.30

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NHIL

NIHIL

NHIL

NIHIL

Penyusunan laporan perianggungjawaban dengan
buki-buki pengeluaran yang fdak vald

RF.25.02.06.31

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

45

faskes tidak memenuhi standar mutu

R00.25.02.06.10

NHIL

NHIL

NHIL

NHIL

NHIL

NHIL

NHIL

NHIL

N

6

Penyusunan rencana kegiatan Faslis Kesehatan
yang Diakukan Pengukuran Indkator Nasional Mutu
(INM) Pelayanan kesehatan fdak sesuai kondisil

RF.25.02.06.32

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

Penyusunan laporan pertanggungawaban dengan
buki-bukd pengeluaran yang fdak vald

RF.25.02.06.33

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

=

8

Benturan kepeningan dalam proses Pengukuran
Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan
pada Fasiltas Kesehatan

RF.25.02.06.34

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

Penerbian rekomendasi teknis dan perizinan fdak
sesiai keentian

RF.25.02.06.35

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

) adanya tenaga kesehatan yang praktek tidak

memilki fin

R00.25.02.06.11

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

123

1

Penyusunan rencana kegiatan Pemberian |zin Praki
Tenaga Kesehatan di Wayah Kabupaten/Koz fdak
sesuai kondis il

RF.25.02.06.36

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan
buki-bukd pengeluaran yang fdak vald

RF.25.02.06.37

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NHIL

NIHIL

Benturan kepeningan dalam proses Pemberian Iz
Prakk Tenaga Kesehatan di Wiayah Kabupaten/Kola

RF.25.02.06.38

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

Penerbin rekomendas teknis dan periznan fdak
sesuai kelenian

RF.25.02.06.39

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

o
S
[%2)

tidak terfaksananya perencanaan kebutuhan

R00.25.02.06.12

NHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



o
4

Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan
buki-buki pengeluaran yang fidak valid

RF.25.02.06.41

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

rendahnya persentase Sumber Daya
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan
Kompetensinya

R00.25.02.06.13

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

Penyusunan rencana kegiatan Pengermbangan Mutu

59 dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya

Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
idak sesuai kondisi il

RF.25.02.06.42

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

o
3

Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan
buki-buki pengeluaran yang fidak valid

RF.25.02.06.43

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

o

1

adanya Apotek, Toko Obat, Toko Alat
Kesehatan & Optikal , Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT) memiliki ijin

R00.25.02.06.14

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

62,

Penyusunan rencana kegiatan Pemberian lzin Apotek,
| Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optkal, Usaha
Mikro Obat Tradisional (UMOT) fidak sesuai kondisi il

RF.25.02.06.44

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

o
1]

Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan
buki-buki pengeluaran yang fidak valid

RF.25.02.06.45

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

i

Benturan kepeningan dalam proses Pemberian [zin
| Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Opkal,
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

RF.25.02.06.46

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

Penerbitan rekomendasi teknis dan perizinan fdak
sesual ketentuan

RF.25.02.06.47

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

adanya Industri Pangan Rumah Tangga yang
tidak bersertifikat Produksi

R00.25.02.06.15

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

67,

Penyusunan rencana kegiatan Penerbitan serffikat
produksi pangan industi rumah tangga dan Nomor P-
IRT sebagai izin produksi, makanan dan minuman
ertentu yang dapat diproduksi oleh Industr rumah

RF.25.02.06.48

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

anqoa-dak sesuat kondisiril-
6

Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan
buki-buki pengeluaran yang fidak valid

RF.25.02.06.49

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

x

9

Benturan kepeningan dalam proses Penerbiian serfkat|
produksi pangan industi rumah tangga dan Nomor P-
IRT sebagai izin produksi, makanan dan minuman
ertentu yang dapat diproduksi oleh Industri rumah

RF.25.02.06.50

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

Bngga
e

Penerbitan rekomendasi Eknis dan perizinan idak
sesual keentuan

RF.25.02.06.51

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

adanya Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)
antara lain Jasa Boga, Rumah
Makan/Restoran dan Depot Air Minum
(DAM) yang tidak diawasi dan tidak memiliki

Sertfikat Laik Higiene-Sanitast

R00.25.02.06.16

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

Penyusunan rencana kegiatan Penerbitan serffkat laik
ehathigiene sanitasi TempatF

7
(TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran

dan depot air minum (DAM) idak sesuai kondisiril

RF.25.02.06.52

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan
buki-buki pengeluaran yang fdak valid

RF.25.02.06.53

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

Benturan kepenfngan dalam proses Penerbitan serfkat|
laik sehat higiene sanitasi TempatPengelolaan
Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumeh

dan depot air minum (DAM)

RF.25.02.06.54

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

Penerbitan rekomendasi Eknis dan perizinan idak
sesuai ketentuan

RF.25.02.06.55

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

adanya Makanan Jajanan dan Sentra
Makanan Jajanan yang tidak dilakukan
pengawasana serta tidak memiliki Stiker
Pembinaan

R00.25.02.06.17

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

~

7

Penyusunan rencana kegiatan Penerbitan stiker

pembinaan pada makanan jajanan dan senra makanan
jajanan fidak sesuai kondis ril

RF.25.02.06.56

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NIHIL

NIHIL



Penyusunan laporan peranggungjawaban dengan
buk-bukd pengeluaran yang idak vaid

RF.25.02.06.57

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

—~

Benturan kepeningan dalam proses Penerbian siker
pembinaan pada makanan jajanan dn senfa mekanan
anan

RF.25.02.06.58

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

o3

tidak Terlaksananya pemeriksaan
[aboratorium pewama dan pengawet yang
dilarang pada makanan/minuman

R00.25.02.06.18

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

Penyusunan rencana kegatan Pemeriksaan dan

1 Tindak LanjutHasl Pemeriksaan Post Marketpada
Produksidan Produk Makanan Minuman Industi
Rumah Tangga flak sesuai kondisirl

RF.25.02.06.59

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

Penyusunan laporan pertanggunglawaban dengan
buki-bukd pengeluaran yang fdak vald

RF.25.02.06.60

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

Benuran kepeningan dalam proses Pemeriksaan dan
Tindak LanjutHasi Pemeriksaan Post Market pada
Produksi dan Produk Makanan Minumen Industi
Rumah Tangga

RF.25.02.06.61

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

®

tidak optimalnya kegiatan Promosi
Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
Pemberdayaan Masyarakat

R00.25.02.06.19

NIHIL

NIHIL

NHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

Penyusunan rencana kegiatan Advokasi
Penberdayaan, Kemiraan, Peningkatan Peran serta
Msyarakatdan Lintas Sektor Tingkat Darah
Kabupaten/Kofa fdak sesuai kondis il

RF.25.02.06.62

NIHIL

NIHIL

NHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan
buki-bukd pengeluaran yang fdak vald

RF.25.02.06.63

NIHIL

NIHIL

NHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

o

tidak optimalnya Bimbingan Teknis dan
Supenisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat (UKBM)

R00.25.02.06.20

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

=

Penyusunan rencana kegialan Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat fdak sesuai kondisirl

RF.25.02.06.64

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

Penyusunan laporan pertanggungiawaban dengan
bukd-bukd pengeluaran yang idak vald

RF.25.02.06.65

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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NIHIL

NIHIL
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